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Zulfadli dan JPU Ajukan Banding

Sambungan dari halaman 1

kami belum menerima
berkasnya. Mungkin saat
ini baru dilakukan pem-
berkasan dipengadilan ting-
kat pertama,’ lanjutnya.

“Setelah berkas dikirim
baru akan diberitahu. Kare-
naadatenggangwaktutujuh
hari untuk mempelajarin-
ya,” sambungnya. Seperti
yangberitakansebelumnya,
Zulfadli yang merupakan
anggota DPR RI Zulfadhli,
dijatuhi vonis satu tahun
penjara dan denda sebesar
Rp100 juta dalam sidang
putusanatasperkarakorupsi
danabantuan sosial Provinsi
Kalimantan Barat tahun
anggaran 2006-2008 yang
digelar diPengadilan Negeri
Pontianak, Kamis (13/4).

Putusan hakim itu lebih
ringan dari tuntutan Jaksa
PenuntutUmum (JPU)yakni
1 tahun 6 bulan penjara.
Sebelumnya, Hakim Ketua
Pengadilan Negeri Ponti-
anak, Kusno menyatakan

bahwa terdakwa Zulfadli
terbukti secara sah dan
meyakinkan melakukan
tindak pidana korupsi se-
cara berlanjut sebagaimana
dalam dakwaan subsider.
“Menjatyhkan pidana
penjara satu tahun dan
denda sebesar Rp100 juta
dengan ketentuan apabila
tidak dibayarkan digantikan
dengan kurungan pidana
selama tiga bulan,” kata
Kusno saat membacakan
vonis. Dalam kesempatan
itu, Kusnojuga menjelaskan
perihaltidakdibebankannya
uang pengganti kepada ter-
dakwa. Kusno berpendapat,
danayangdulunyadipinjam
secara pribadi selaku ketua
DPRD Kalbar sebesar Rpl,
250 miliar dan oleh ang-
gotanya sebesar Rp3,750
miliar sudah dibayarkan.
Terkait dana sebesar
Rp800 juta yang diduga
dinikmati oleh terdakwa,
Kusnomemberipenjelasan.
Menurutnya,. berdasarkan

. saksi Iswanto selaku ben-

dahara KONI, bukti kuitansi'

yang ditandatangani Zul-
fadhli hanya semata-mata
untuklaporan pertanggung-
jawaban. Karena itu, uang
pengganti tidak bisa dibe-
bankan kepada terdakwa.
Demikian juga dalam
uraian nota putusan, di-
mana ada kerugian negara
sebesar Rp15 miliar. Menu-
rutKusno, kerugian itu tidak
bisa dibebankan kepada
terdakwa. Namun demiki-
an, apabila masih kurang
puas terhadap putusan ini,
terdakwa bisa mengajuka
upaya hukum. -
Sementara AS Nazar,
penasihat hukum terdak-
wa, mengatakan apa yang

‘dituduhkan jaksa bahwa

kliennya melakukan tindak
pidanakorupsiDanaBansos
KONI dan Dewan Pembina
Fakultas kedokteran tidak
terbukti. Menurut Nazar,
dari 24 saksi, baik itu saksi
fakta, saksi ahli, maupun
saksi meringankan, tidak
ada seorang pun yang me-

nyatakan kliennya merugi-
kan keuangan negara.

Menurut Nazar, bukti
yang menyangkut keteran-
gan audit BPK Kalbar, ter-
jadinya kerugian negara
adalah akibat penyalah-
gunaan wewenang oleh
pengguna anggaran. Se-
mentara, kliennya yang
saat itu selaku ketua sat-
gas tidak mengelola dana.
Dana tersebut dikelola oleh
bendahara. “Itu pada saat
dilakukan musprov KONI,
klien kami diminta untuk
menandatangani kuitansi
di depan para saksi-saksi,’
ungkapnya.

“Ttu tidak ada dananya.
Lucu apabila klien kami
didakwa melakukan koru-
psi,” sambungnya. Terkait
dengan upaya hukum se-
lanjutnya, Nazar mengata-
kan, pihaknya akan melihat
kembali isi putusan dan
fakta persidangan serta bukti
pendukunglainnya. “Karena
iniadasesuatuyangjanggal,’

pungkasnya. (arf)
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